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Adat perpatih yang terus berlaku hingga ke hari ini, dianggap sebagai harta
milik seluruh ahli keluarga yang diwariskan melalui orang perempuan dari garis
keturunan ibu. Dalam hukum kewarisan Islam yaitu faraidh amalan adat perpatih
dalam pembagian harta pusaka ini dilihat bertentangan dengan hukum Islam yang
telah ditetapkan. Hal ini mendapat berbagai perbedaan pendapat dari para
ilmuwan maupun dalam kalangan masyarakat sendiri. Ada sebagian pendapat
mengatakan ia bertentangan dengan syara’ sementara ada yang mengatakan ia
tidak bertentangan dengan hukum Islam. Keterkaitan pembagian harta ini dengan
pendekatan magqasid syariah adalah bagaimana amalan adat ini menjadi suatu
yang tidak bertentangan dengan syara’ dan menepati magasid yang terkandung
lima tujuan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan dalam
menjaga kemaslahatan manusia. Keadilan dalam pembagian harta pusaka juga
turut terkait dengan maslahat dalam memelihara harta dan keturunan. Justru
menerusi pembagian harta berdasarkan adat perpatih adakah ia bertujuan untuk
memelihara kemaslahatan yang memelihara harta atau keturunan.

Penulis menggunakan penelitian Bibliographich research atau penelitian
berdasarkan kepustakaan, pemilihan jenis ini karena data-data yang dibutuhkan
berupa teori, konsep dan ide tentang harta pusaka adat Perpatih menurut Mazhab
Syafi’i. Praktek pembagian waris pada masyarakat adat Perpatih serta implikasi-
implikasi disebabkan pembagian harta menurut Adat Perpatih ini dan perbedaan-
perbedaan yang terdapat antara pembagian harta menurut Adat Perpatih dan
Mazhab Syafi’i.

Hasil penelitian bahwa sistem pembagian harta Adat Perpatih ini
diberlakukan adalah dengan cara permufakatan di kalangan ahli keluarga. Semua
harta pusaka akan jatuh kepada anak perempuan dalam keluarga tersebut. Jika
berlaku dalam keluarga tersebut tidak ada anak perempuan, maka harta itu akan
jatuh kepada saudara sekedim yaitu anak angkat dalam keluarga tersebut.

Sistem pembagian harta pusaka menurut Adat Perpatih berbeda dengan
sistem pusaka Islam dari Mazhab Syafi’i. Menurut Mazhab Syafi’i, keutamaan
diberikan kepada waris laki-laki atas sebab-sebab tertentu, namun demikian
bagian waris perempuan tidak dikesampingkan bahkan menerima separuh dari apa
yang dimiliki oleh waris laki-laki. Harta kepunyaan si mati juga haruslah milik
sempuma bukannya barang titipan atau pinjaman.

Setelah melihat kedua-dua sistem perwarisan dan cara pembagian yaitu
antara hukum adat Perpatih dengan Mazhab Syafi’i, penulis dapati kedua-duanya
terdapat perbedaan. Adat Perpatih mementingkan anak perempuan sebagai
pewaris yang sah manakala Mazhab Syafi’i pula menetapkan anak laki-laki



sebagai pewaris yang sah di samping anak-anak perempuan juga mempunyai hak-
hak yang telah ditetapkan dalam Islam. Status harta pusaka (tanah adat) dalam
Adat Perpatih adalah sebagai harta titipan saja. lanya tidak boleh dijual beli dan
digadaikan sedangkan harta pusaka dalam Mazhab Syafi’i itu haruslah milik
penuh seseorang dan jika ia diwariskan harta itu boleh dijual beli dan digadaikan.
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